- L e R e T = ——_—— T m— e

SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (9)
Peraturan Daecrah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19435;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tinghkat Il di Kalimantan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9],
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), scbagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Dacrah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penctapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2021 Neomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BRO1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Noemor ©& Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
GE56|;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentil Pemungutan Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161},

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati
atau Dibavar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322,

Peraturan Pemerintah MNomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
BBE1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomeor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6% Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Seria
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Bernta
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69|,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
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Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Bupati adalah Bupati Tabalong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Tabalong.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah vang memiliki
tugas dan fungsi di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah vang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagl sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan
perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha mlik desa,
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dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, Organisasi
sosial politik, atau orpanisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha letap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuah
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan,

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Burmn.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjuinya disingkat
BPHTE adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
vang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu vang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak
yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik sccara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Tenaga Listrik adalah tenaga ateu energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan
listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelavanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun vang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor,

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/
atau keramalan untuk dinikmat.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya  dirancang untuk tujuan  komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesatl,

Pajak Air Tanah vang selanjutnva disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MELB
adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan,
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mitieral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
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Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu,

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor vang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah
Opsen yvang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen
BENKB adalah Opsen vang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok
BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor vang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal din atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek atau subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai
kepiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak danfatau bukan objek Pajak,
dan/atan harta dan kewajiban sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak wvang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajalkan Daerah,

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukt
pembayaran atau penyetoran Pajak yang  telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cars lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarmmya PBB- P2 wyang
terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKEB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yvang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah Pajak vang telah ditetaplkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit
pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratii berupa
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bunga dan/atau denda.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang digjukan oleh Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah
yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perpajakan Daerah kepada wajib
pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan  sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektil dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengyi kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah,

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya 1 (satu] tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Notaris atau berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan lainnya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun.

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya
untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di Dacrah yang
belum terdapat PPAT.

PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta
PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas
Pemerintah tertentu.
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BAB 1l
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH

Pasal 2

Ruang Lingkup tata cara pemungutan Pajak Daerah meliputi:
jenis Pajak Daerah;
masa pajak dan tahun pajak;
pendaftaran dan pendataan pajak;
penetapan besaran pajak yang terutang
perhitungan pajak terutang;
pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah;
penelitian SSPD BPHTB;
pajak vang dapat dibayarkan pemerintah;
Pembukuan;
pelaporan Pajak Daerah;
surat ketetapan dan surat tagihan;
kedaluwarsa dan penghapusan piutang pajak;
. penghapusan piutang pajak;
Keberatan Pajak Daerah;
banding;
gugatan pajak;
pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan
pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah;
pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data.
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BAB II1
JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 3
(1] Jenis Pajak terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTE;
c. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman,
2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4, Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Pajak MBLB;

g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan

I

Opsenn BENKB,

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdin atas:

PBB-P2;

Pajak Reklame,

PAT;

Opsen PKB; dan

Opscn BBNKB.
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(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib

{1}

(2]

(4)

(3}

(6]

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. BPHTB

b. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4, Jasa Parkir;

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

Pajak MEBLRE; dan

Pajak Sarang Burung Walel.

ot

BAB IV
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 4

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah
memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu)
kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perpajakan Daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu
vang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan Pajak yang terutang untuk jemis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi
Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati.

Masa Pajak vang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayvat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (sata) bulan
kalender.

Khusus masa pajak PBJT atas:

a. Makanan dan/atau Minuman jasa boga dan katering; dan

b. Tenaga Listrik dari sumber lain bukan oleh industri, pertambangan,
minyak bumi dan gas alam,

ditetapkan dengan jangka waktu 2 [dua) bulan kalender.

Tahun Pajak sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan janghka waktu
vang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku vang tidak sama dengan tahun kalender.

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
untuk BFHTB, PBJT bersifat insidentil, dan MBLB,

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Penerbitan NPWPD



(2]

(1)

(2)
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Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data
dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang
terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XXI
SOSIALISASI/FASILITASI PAJAK DAERAH

Pasal 145

Peranglkat Daerah melakukan sosialisasi/fasilitasi sebagai pelaksanaan dari
Peraturan Bupamn ini.

Sosialisasi/fasilitasi scbagaimana dimaksud pada avat (1) mencakup
mengoordinasikan, menyempurnakan lampiran sesuai substansi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran pelaksansan
Peraturan Bupati ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat SPTPD, SKPD, SSPD, SKPDKB,
SKPDLB, SKPDN, LSPOP, dan SPOP ditetapkan dalam keputusan Kepala
Peranglkat Daerah vang membidangi urusan Pajak.

Pasal 147

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

f.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak
Hotel (Berita Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomeor 15);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pajak Air Tanah (Berita Dacrah Kabupaten Tabalong Tahun 2013
Nomor 16);

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tengtang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor
17

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Benita Daecrah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 18);
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor IS5 Tahun 2010 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2013 Nomor 19);

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35);

Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak
Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor
06j;
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Peraturan 3upati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak
Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07}

Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 3014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun tentang Pajak
Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 08);
Peraturan Supati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 35);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunarn Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 35);

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
dan

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian,
Penerbitan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat
Pemberitahian Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 20 16 Nomor 66); dan

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tashun 2021 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 22),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap oreng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempataniya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

NANANG MULKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TARALONG TAHUN 2025 NOMOR 2




an Sesuai dengan Aslinya
A BAGIAN HUKUM,

-,



